
Lebih lanjut terkait dengan disiplin PNS secara umum dalam Pasal 4 PP 94 Tahun 2021 

dinyatakan bahwa PNS berkewajiban : 

▪ Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS; 

▪ Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan; 

▪ Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, danf atau 

golongan; 

▪ Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat 

membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara; 

▪ Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

▪ Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 

▪ Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 

▪ Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan 

▪ Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali 

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. 

Dalam Pasal 44 PP 94 Tahun 2021 diterangkan bahwa Ketentuan pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. Untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah 

menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 

94/2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi 

Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 

94/2021 tentang Disiplin PNS. 

Dalam Pasal 2 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 dijelaskan bahwa Peraturan Badan ini 

bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang 

berkepentingan dalam melaksanakan Disiplin PNS. Adapun ruang lingkup dari Perka tersebut 

dijabarkan dalam Pasal 3 yaitu meliputi : 

▪ kewajiban dan larangan; 

▪ Hukuman Disiplin; 

▪ Pejabat yang Berwenang Menghukum; 

▪ Tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman 

Disiplin; 



▪ Berlakunya keputusan Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman 

Disiplin, dan hak-hak kepegawaian; dan 

▪ Pendokumentasian Hukuman Disiplin. 

Salah satu urgensi dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yaitu menjelaskan larangan 

bagi PNS dalam perilaku maupun saat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yaitu : 

▪ Menyalahgunakan wewenang; 

▪ Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan 

menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan 

jabatan; 

▪ Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain; 

▪ Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh 

PPK; 

▪ Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing 

kecuali ditugaskan oleh PPK; 

▪ Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang 

baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak 

sah; 

▪ Melakukan pungutan di luar ketentuan; 

▪ Melakukan kegiatan yang merugikan negara; 

▪ Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; 

▪ Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 

▪ Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; 

▪ Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan; 

▪ Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian 

bagi yang dilayani; dan 

▪ Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil 

kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan 

Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 

1. ikut kampanye; 

2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 

3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 



4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 

5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 

6.  mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang 

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, 

anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 

7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan 

tanda penduduk. 

Badan Kepegawaian Negara dalam website resminya (bkn.go.id) menjelaskan panjang lerbar 

muatan hukuman disiplin yang termuat dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 yaitu 

bahwa Bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional yang melakukan pelanggaran disiplin 

berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 

(dua belas) bulan, berlaku ketentuan sebagai berikut : 

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah dimaknai sebagai penurunan jenjang jabatan 

setingkat lebih rendah; 

2. Dalam hal Jabatan Fungsional memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka 

penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional 

Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional 

Keterampilan Penyelia. 

3. Dalam hal suatu Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, maka PNS yang 

menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa 

penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai 

penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari 

jabatan semula. 

4. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dengan jenjang 

terendah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah selama 12 (dua belas) bulan dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan 

Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula. 

5. PNS yang menduduki jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Fungsional Ahli 

Madya yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah 



selama 12 (dua belas) bulan, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir 

setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin. 

Ketentuan bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat 

lebih rendah berlaku untuk selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatannya menjadi 

jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan diatur sebagai berikut: 

1. berlaku selama 12 bulan. 

2. mempertimbangkan formasi jabatan dan kompetensi yang bersangkutan sesuai dengan 

persyaratan jabatan yang ditentukan. 

3. wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan menetapkan 

keputusan pengangkatan dalam jabatan. 

4. diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jabatan baru yang didudukinya 

5. tidak serta merta kembali kepada jabatan yang semula diduduki. 

6. mekanisme untuk duduk kembali ke jabatan yang semula, setingkat, atau jabatan lain 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. apabila telah selesai menjalani hukuman disiplin, kemudian diangkat kembali dalam 

jabatan semula, setingkat, atau jabatan lain, wajib dilantik dan diambil sumpah/janjinya. 

8. hukuman disiplin yang berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang 

menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan kelas jabatan setingkat lebih rendah 

dari kelas jabatan yang didudukinya. 

9. hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana 

selama 12 bulan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana merupakan penurunan 

kelas jabatan ke dalam kelas jabatan terendah yang terdapat pada Instansi tempat yang 

bersangkutan bekerja. 

Selain itu dalam penjatuhan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana 

selama 12 (dua belas) bulan diatur sebagai berikut : 

1. Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, 

Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional dijatuhi hukuman disiplin diatas, maka 

jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dapat dipertimbangkan menduduki Jabatan 

Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional 



paling cepat 1 (satu) tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dijatuhi hukuman 

disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan 

menjadi Pejabat Administrator dan berusia  lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, 

maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan 

Administrator. 

4. Penurunan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi Jabatan Administrator 

dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan 

sumpah/janji. 

5. Dalam hal PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dijatuhi hukuman disiplin 

berupa pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan 

berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, maka PNS yang bersangkutan 

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana. 

6. Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan 

jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan atau pembebasan dari jabatan 

menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, harus memperhatikan 

ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya. 

Adapun dalam konteks penjatuhan hukuman disiplin, salah satu yang terberat adalah penghentian 

pembayaran gaji PNS. Hal tersebut termuat dalam Pasal 12 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 

2022 yang menyatakan bahwa ”PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam 

kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan 

pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.” Dinyatakan pula dalam poin berikutnya bahwa 

Penghentian pembayaran gaji bagi PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan 

jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman 

Disiplin. 

 


